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Abstrak— Besarnya timbunan sampah di Kota Surabaya 

menjadi permasalahan yang perlu dihadapi, sejalan dengan 

meningkatnya produksi dan konsumsi barang. Konsep 

ekonomi sirkular diperlukan dalam mengatasi isu pencemaran 

lingkungan, Transisi dari ekonomi linear menuju ekonomi 

sirkular berguna untuk mengurangi efek negatif penimbunan 

sampah. Studi ini menggali bagaimana potensi transisi 

ekonomi sirkular dari proses pengeloaan sampah di kawasan 

studi menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Melalui 

analisis konten dengan beberapa pendekatan yang berkaitan 

dengan tata kelola persampahan, lingkungan, ekonomi, sosial, 

dan kebijakan, peneliti melakukan penyusunan wawancara 

mendalam kepada para pihak-pihak dari berbagai latar 

belakang yang bersinggungan langsung dengan pengelolaan 

sampah di Kota Surabaya, baik dari pemerintah, lembaga 

swadaya, maupun sektor informal yang bergerak di bidang 

pengelolaan sampah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

faktor alur pengelolaan sampah, faktor tata kelola dalam 

menerapkan kebijakan, dan faktor kesadaran masyarakat 

memiliki nilai yang signifikan dalam transisi ekonomi sirkular. 

Selain itu, Penerapan kebijakan pemilahan sampah dan 

pengangkutan yang terspesifikasi dari  hulu berdasarkan jenis 

sampah memiliki efek yang besar terhadap peningkatan 

faktor-faktor tersebut. Penelitian ini telah menjawab bahwa 

terdapat urgensi yang besar dalam pemilahan dan pengelolaan 

sampah di tingkat hulu, dengan diterapkannya penerapan 

kebijakan yang mendorong masyarakat untuk memilah 

sampah maka dapat tercipta alur pengelolaan yang lebih 

efektif dan efisien. Studi ini juga menemukan bahwa setiap 

pemangku kepentingan yang bergerak di bidang pengelolaan 

sampah memiliki peran signifikan untuk mereduksi sampah, 

baik melalui pendekatan teknis maupun pendekatan yang 

bersifat sosial. 

 

Kata Kunci— Ekonomi Sirkular, Infrastruktur Kota, Tata 

Kelola Sampah, Penelitian Kualitatif 

I. PENDAHULUAN 

ermasalahan pengelolaan persampahan di negara 

berkembang harus dihadapi ketika maraknya 

peningkatan produksi dan konsumsi, karena berdampak 

krisis lingkungan akibat masifnya eksploitasi sumber daya 

alam yang tersedia[1], [2]. Kegiatan di kawasan perkotaan 

menjadi fokusan tersendiri, karena daya beli dan konsumsi 

di kota yang relatif besar sejalan dengan efek yang 

ditimbulkan oleh berbagai kegiatan bisnis yang 

terkonsentrasi di kawasan kota mengakibatkan efek 

pencemaran sampah yang lebih besar [3], [4]. Efek negatif 

tersebut tidak hanya berimbas pada permasalahan 

lingkungan, kegiatan produksi yang tidak 

mempertimbangkan keberlanjutan akan mengancam 

ketidakseimbangan kebutuhan dan permintaan, yaitu ketika 

pasokan sumber daya yang kian menipis sedangkan 

kebutuhan kian meningkat mengakibatkan gangguan dan 

volatilitas harga [5]. Ketidakseimbangan ini dapat 

mengancam pada profitabilitas dan keberlanjutan sistem 

ekonomi di kota. Efek ini juga berimbas pada ketidakpastian 

dan mengakibatkan degradasi yang tidak dapat dikendalikan 

[6], [7]. 

Di Indonesia, penerapan ekonomi sirkular bukan 
menjadi hal yang baru. Ini mencakup kegiatan 
pengelolaan sampah di sektor formal dan sektor 
informal yang mengacu pada proses 5R (Reduce, Reuse, 
Recycle, Recovery dan Repair) [8]. Aksi-aksi ini telah 
menjadi lumrah dan membudaya dikalangan masyarakat 
Indonesia dalam proses konsumsi maupun produksinya. 
Beberapa studi menyebutkan bahwa masyarakat 
memiliki kesadaran yang besar dalam menggunakan 
kembali kemasan yang layak digunakan, melakukan daur 
ulang sampah tekstil, maupun melakukan reparasi 
terhadap elektronik [9][10], studi lainnya menyebutkan 
bahwa masyarakat kerap menerapkan pengurangan 
sampah dengan melakukan kompos sampah anorganik 
[11]. Partisipasi masyarakat menjadi faktor penting 
dalam meningkatkan pengelolaan sampah, termasuk 
dalam partisipasi dalam pengambilan keputusan, dan 
sikap kesadaran masyarakat akan tindakan pengelolaan 
berkorelasi positif pada kinerja dari pengelolaan bank 
sampah [12], [13], termasuk pada perilaku membuang 
sampah dan pengklasifikasian jenis pembuangannya. 
Selain itu, perilaku konsumtif terhadap makanan juga 
menjadi faktor yang diperhatikan dalam pengurangan 
timbulan sampah. 

Kota Surabaya sebagai salah-satu kota dengan tingkat 

produksi sampah yang besar, yaitu 1792,72 ton per hari atau 

654.341,9 ton per tahun memerlukan upaya penanganan 

sampah. Pendekatan pengelolaan sampah ini berbasis 

komunitas dengan tujuan pendekatan yang lebih proaktif 

dan holistik, serta mampu meningkatkan kesehatan 

lingkungan [12], [14]. Pemerintah Kota Surabaya melalui 

Dinas Lingkungan Hidup mendirikan 9 lokasi Tempat 

Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R) yang 

pengelolaannya berbasis masyarakat. Selain itu, terdapat 

pula pendirian pengelolaan bank sampah dari pihak non 

pemerintah. Kegiatan mereka berkaitan erat dengan aspek 

pengelolaan dan pemberdayaan masyarakat melalui 

prosedur penerimaan manfaat berupa tabungan uang atas 
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kegiatan pengumpulan sampah yang dilakukan oleh 

nasabah. Selain itu peran UMKM (Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah) juga bergerak di bidang daur ulang sampah juga 

aktif dalam mengurangi timbulan sampah. Disisi lain, 

pengelolaan jual beli sampah juga kerap terjadi dibawah 

payung hukum dengan melalui skema jual-beli sampah 

rumah tangga yang dilakukan oleh aktor informal, seperti 

pemulung dan pengepul yang melaksanakan transaksi 

dengan pihak pabrik dalam mendaur ulang sampah 

(Kristanto et al., 2021; Samadikun et al., 2020; Satori et al., 

2020). Dari seluruh upaya tersebut, masih kerap ditemukan 

pencemaran sampah di laut, sungai, maupun timbulan 

sampah yang tidak terolah sebesar kurang lebih 600 ton per 

hari berdasarkan Data Dinas Lingkungan Hidup Kota 

Surabaya tahun 2023. Ini menunjukkan bahwa Kota 

Surabaya masih memiliki tanggungan dalam meningkatkan 

efisiensi dan efektifitas dalam ssitem pengelolaannya, selain 

itu juga diperlukan pendekatan menuju transisi ekonomi 

sirkular 

Adapun kebijakan pengelolaan sampah di Surabaya yang 

relevan dengan transisi ekonomi sirkular tertuang dalam 

Peraturan Walikota no 64 tahun 2018 mengenai Kebijakan 

Dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan 

Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang merupakan 

peraturan turunan dari Peraturan Pemerintah no 81 tahun 

2012 mengenai Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan 

Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Adapun upaya 

preventif dalam mengurangi timbulan sampah tertuang 

dalam Peraturan Walikota no 10 tahun 2017 mengenai Tata 

Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan 

Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2019 Tentang 

Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Kota Surabaya dan 

Peraturan Walikota no 16 tahun 2022 mengenai 

Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Di Kota 

Surabaya. seluruh kebijakan ini masih berlaku dan 

diterapkan guna menegakkan proses pengelolaan sampah, 

serta berbagai upaya dalam mengurangi timbulan sampah 

yang terbuang.  

Dari berbagai perspektif mengenai upaya ekonomi 

sirkular, peneliti menangkap dalam melaksanakan ekonomi 

sirkular untuk menciptakan nol sampah, diperlukan 

kolaborasi antar pemangku kepentingan, dan memerlukan 

berbagai pendekatan yang berkaitan dengan tata kelola dan 

kebijakan, ekonomi, sosial, lingkungan, dan aspek fisik yang 

mendukung dalam proses pengelolaan sampah. Studi Aloini 

et al (2020) mengungkapkan bahwa dimensi teknologi, 

ekonomi, dan finansial menjadi pendekatan yang paling 

berpengaruh terhadap transisi dari ekonomi linier menuju 

ekonomi sirkular. Selain itu, studi lainnya mengungkapkan 

aspek sosial, inovasi, dan kolaborasi menjadi faktor penting 

dalam keberhasilan dan keberlanjutan dalam penerapan 

ekonomi sirkular di negara berkembang [15], [16]. Selain 

itu, Benz (2022) membagi faktor keberhasilan dalam 2 tipe 

internal maupun eksternal. Faktor keberhasilan internal 

meliputi desain produk, layanan produk. Sedangkan faktor 

sukses eksternal faktor meliputi ekosistem, pelanggan, 

pemerintah sistem, sosial dan budaya, proses implementasi, 

transparansi, teknologi. Sedangkan faktor keberhasilan 

eksternal berkaitan dengan ekosistem, pelanggan, 

pemerintah [17]. dari tinjauan ini, peneliti mengembangkan 

fokus penelitian untuk mencari faktor sukses dalam 

keberljanutan, implementasi kebijakan pendukukng, serta 

masalah dalam pengelolaan rantai pasok pada kawasan 

studi. 

Penelitian ini berfokus untuk menggali konsep ekonomi 

sirkular yang implementatif untuk meninjau faktor-faktor 

penghambat dan pendorong ekonomi sirkular yang telah 

berlangsung di Kota Surabaya. selain itu, peneliti juga 

menggali faktor-faktor mana saja yang dapat dikembangkan 

untuk dapat meningkatkan implementasi transisi ekonomi 

sirkular di wilayah studi. Persepsi pemangku pengelola 

sampah sangat dibutuhkan untuk mengeksplorasi konsep 

ekonomi sirkular yang memungkinkan untuk direplikasi di 

kawasan studi. Penelitian ini memiliki keterbatasan 

pembahasan berupa aspek pengelolaan hanya berkaitan 

dengan sampah rumah tangga, dimana sampah tersebut 

diproduksi lebih besar dibandingkan sampah lainnya. 

Kategori sampah rumah tangga berdasarkan Undang-undang 

18 tahun 2008 adalah sampah organik dan anorganik yang 

kerap diproduksi oleh publik.  

II. METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif melalui 

analisis konten dengan pendekatan induktif, dimana analisis 

konten sangat berguna untuk menggali informasi yang 

berkaitan dengan konsep yang diajukan. Hasil perumusan 

faktor ditelaah berdasarkan hasil wawancara yang 

mendalam kepada beberapa narasumber yang bekerja dalam 

bidang pengelolaan sampah, seperti pengelola bank sampah, 

Kasi Pengelolaan Sampah dalam Dinas Lingkungan Hidup 

Kota Surabaya, Pengelola TPS3R dan rumah kompos, 

pendiri komunitas Nol Sampah, juga pengepul dan 

pemulung sebagai representasi dari aktor yang bekerja di 

bidang pengelolaan sampah informal. Adapun pengumpulan 

data sekunder dilakukan dengan cara pengumpulan dan 

koding dari peraturan maupun artikel berita yang relevan,  

berkaitan erat dengan pengelolaan sampah dan ekonomi 

sirkular. Peneliti menggunakan perangkat berupa Nvivo 12 

Plus untuk menghitung kriteria dalam faktor-faktor yang 

sudah disusun sebelumnya dalam transisi ekonomi sirkular. 

Peneliti menggunakan matrix coding query untuk melihat 

pola hubungan pada masing-masing variabel yang dinilai 

berpengaruh terhadap keberhasilan transisi ekonomi 

sirkular. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada pembahasan mengenai kondisi eksisting penerapan 

ekonomi sirkular, pembahasan terbagi menjadi 3 bagian. 

Pertama, pembahasan berkaitan dengan faktor keberhasilan 

ekonomi sirkular, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan 

perspektif narasumber terhadap faktor pendorong penerapan 

ekonomi sirkular, dan terakhir pembahasan mengenai 

keterkaitan antar faktor dalam transisi ekonomi sirkular. 

A. Faktor Keberhasilan Penerapan Ekonomi Sirkular 

Pada bagian ini menjelaskan bagaimana kondisi ideal dari 

penerapan ekonomi sirkular bagi Kota Surabaya. Peneliti 

melakukan wawancara mendalam terhadap 6 narasumber 
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yang merupakan pelaku daur ulang sampah rumah tangga 

seperti pengepul, pemulung, komunitas Nol Sampah, 

pengelola rumah kompos, dan pengelola TPS3R maupun 

pihak yang terlibat secara tidak langsung seperti pihak 

pengelola Bank Sampah Induk Kota Surabaya, pihak Dinas 

Lingkungan Hidup Kota Surabaya. Hasil dari wawancara 

tersebut kemudian dilakukan analisis konten secara induktif 

melalui koding berdasarkan variabel yang ditentukan oleh 

peneliti. Rekapan proses koding dijelaskan melalui Tabel 1. 
Tabel 1. Perhitungan Koding dalam Transkrip Penelitian 

 

Hasil menunjukkan bahwa mayoritas pembahasan cukup 

terdistribusi secara merata dengan pembahasan yang paling 

banyak berkaitan dengan aspek potensi dalam ekonomi 

maupun aspek fisik seperti sistem pemilahan sampah, 

kelayakan infrastruktur dan sistem sosial yang berkaitan 

dengan partisipasi masyarakat dan juga kerjasama dengan 

pihak eksternal. Nilai ini juga menunjukkan urgensi maupun 

tanggapan yang besar terhadap pembahasan variabel-

variabel tersebut. Nilai paling besar yang terbahas dalam 

hasil wawancara mendalam adalah nilai yang berkaitan 

dengan aspek-aspek sosial, yaitu sebesar 30% dari 

pembahasan keseluruhan. Hali ini menunjukkan bahwa 

kontribusi dari berbagai pihak serta kolaborasi yang 

dicanangkan menjadi kunci dalam kesuksesan transisi 

ekonomi sirkular. Implementasi Kebijakan Pengelolaan 

Bank Sampah paling optimal dapat melalui Pendekatan 

kolaboratif [17], Peran aktor dalam kebijakan, aktivitas, 

tugas dan pokok kegiatan yang tercantum dalam peraturan 

dan melibatkan multi aktor [18]. 

 

1. Aspek Fisik 

Sistem pemilahan sampah serta infrastruktur pendukung 

menjadi faktor yang paling signifikan dalam pengelolaan 

sampah, mereduksi rantai pasok pengelolaan sampah, 

meningkatkan efisiensi, serta mendorong penjualan sampah 

yang lebih baik dan terstruktur. Hal ini sejalan dengan 

Pemilahan sampah yang paling baik ada di tingkat rumah 

tangga, dimana masyarakat pembuang sampah dapat 

melakukan pemilahan, kemudian didorong pula dengan 

aspek fisik lainnya berupa fasilitas pengangkutan yang 

memiliki jam terpisah [19], faktor ini sangat berkaitan erat 

dengan peranan masyarakat sebagai pemilah utama, Selain 

itu dibutuhkan kesadaran dan tanggungjawab penuh pada 

setiap rumah tangga untuk melakukan pemilahan, hal ini 

sejalan dengan temuan lainnya yang mengungkapkan bahwa 

pola prilaku masyarakat masih cenderung menyerahkan 

tugas pemilahan sampah secara komunal ke pengelola 

sampah tingkat RT/RW [11], [20]. 

 

2. Aspek Sosial 

Faktor sosial menggerakkan pelaku kepentingan dalam 

keberhasilan transisi ekonomi sirkular. Melalui kolaborasi 

dan sinergi, seluruh komponen pelaku kegiatan pengelolaan 

sampah dapat berjalan lebih baik. Ini tercermin pada 

wawancara mendalam bahwa seluruh pihak menyepakati 

perlunya sinergitas dalam mendorong berjalannya ekonomi 

sirkular. Dalam sudut pandang pelaku rumah tangga 

konsumen, diharapkan mereka dapat kooperatif dalam 

dalam proses pemilahan dan pengurangan produksi sampah, 

seperti tidak menggunakan produk sekali pakai maupun 

melakukan pembelian dan konsumsi secara proporsional [8], 

[21]. Dari sudut pandang pemerintah, mereka dapat 

melakukan kerjasama dengan pihak swasta dalam 

pengadaan barang, kerjasama dengan akademi dalam 

inovasi pengelolaan sampah, dan kerjasama dengan LSM 

yang berperan dalam mengedukasi masyarakat yang sudah 

dijelaskan pada subab sebelumnya. Selain itu, penerapan 

kolaboratif dalam manajemen persampahan dianggap 

mampu mengatasi perubahan iklim yang disebabkan oleh 

limbah yang menyebabkan degradasi lingkungan, serta 

menciptakan pekerjaan yang dapat membedayakan 

masyarakat dan meingkatkan kesejahteraan dan kemandirian 

warga [18].  

Pada pembahasan yang berkaitan dengan keterbukaan 

lapangan kerja, hasil temuan menunjukkan bahwa bisnis 

lingkup pengelolaan sampah mampu memberdayakan 

tenaga kerja yang inklusif, tenaga kerja wanita dilibatkan 

dalam proses pengelolaan sampah di seluruh lini usaha 

formal dan informal, pekerja wanita dinilai lebih telaten dan 

mampu menyortir sampah berdasarkan jenis dan warna 

sampah. Selain itu, keterlibatan pekerja disabilitas juga 

terlihat dalam UMKM pengelolaan sampah, mereka 

diberdayakan oleh para pelaku usaha untuk memaksimalkan 

potensi mereka. Pekerjaan dalam pengelolaan sampah 

diharapkan dapat terus bersifat padat karya sehingga dapat 

menarik produktivitas bagi kaum rentan maupun masyarakat 

Variabel  Count 

(%) 

Aspek Fisik 

A. Sistem Pemilahan Sampah 9% 

B. Kelayakan infrastruktur pengelolaan sampah 9% 

C. Pengembangan teknologi dan inovasi dalam pengelolaan 

sampah 

8% 

Aspek Sosial 

D. Kesadaran dan Partisipasi masyarakat  9% 

E. Ketersediaan edukasi dan pelatihan  7% 

F. Kerjasama dengan pihak Eksternal  9% 

G. Keterbukaan lapangan kerja yang inklusif  6% 

Aspek Ekonomi  

H. Efektivitas modal dalam pengelolaan sampah  4% 

I. Keterbukaan Investasi  4% 

J. Potensi meningkatnya nilai jual sampah  10% 

Aspek Lingkungan 

K. Kontribusi dalam mengurangi timbulan sampah  7% 

L. Potensi dalam perubahan iklim dan keamanan lingkungan  1% 

Aspek Tata Kelola 

M. Kebijakan pemerintah daerah dalam penerapan ekonomi 

sirkular  

4% 

N. Penegakan Hukum berkaitan dengan program ekonomi 

sirkular  

6% 

O. Implementasi best practice di kota lain  3% 

P. Terciptanya visi Jangka Panjang 8% 
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yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Secara tidak 

langsung ini juga akan berdampak pada peningkatan 

kesejahteraan masyarakat dan daya beli mereka [22]. Total 

outsourcing yang dipekerjakan oleh Dinas Lingkungan 

Hidup Kota Surabaya sebesar 3600 jiwa yang terbagi atas 

pengambil sampah harian, pengawas TPS3R, pengawas 

rumah kompos, pengawas 9 rayon, dan pekerja taman. 

 

3. Aspek Tata Kelola 

Aspek tata kelola dinilai signifikan berpengaruh terhadap 

keberhasilan dari transisi ekonomi linear menuju ekonomi 

sirkular. visi dalam penerapan ekonomi sirkular telah 

tertuang dalam berbagai rencana strategis, baik nasional 

maupun di tingkat daerah. Faktor tata kelola juga berperan 

sebagai penarik dalam perilaku masyarakat dalam 

mengelola sampah melalui peraturan yang mengingat untuk 

melakukan pembatasan maupun upaya pengurangan sampah 

[23], [24]. Disisi lain, terdapat pula faktor pendorong 

masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dalam mengelola 

sampah, seperti program yang dicanangkan oleh pemerintah 

berupa kompetisi kampung berwawasan lingkungan melalui 

Surabaya Smart City dan Program 40 Kampung Zero Waste. 

Ini menunjukkan bahwa faktor tata kelola tidak dapat 

terlepas dari partisipasi faktor-faktor sosial dan sebaliknya. 

Selain itu, dalam pembahasan mengenai implementasi best 

practice, faktor tersebut memiliki nilai yang signifikan, 

peran Dinas Lingkungan Hidup yang telah melakukan 

berbagai studi banding maupun menjadi contoh kepada 

wilayah lainnya untuk saling bertukar wawasan dan 

informasi. Ini mendorong dalam mengadaptasi pengelolaan 

sampah yang lebih baik dengan terus berinovasi dan 

mengadaptasikannya sesuai dengan kebutuhan mereka [25], 

[26]. Adapun terwujudkan visi dan misi jangka panjang, 

Pemerintah Kota Surabaya telah mencantumkan berbagai 

kebijakan yang selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah 

(RKP) 2020-2021 yang berkaitan dengan ekonomi sirkular. 

 

4. Aspek Ekonomi 

Pada aspek ekonomi, peningkatan nilai jual sampah 

menjadi faktor yang perlu diperhatikan dalam menciptakan 

transisi ekonomi sirkular yang lebih efisien. Hal ini banyak 

terbahas dari bagaimana sistem persampahan tersebut 

berjalan dari hulu menuju ke hilir, alur transaksi yang 

menjadikan biaya persampahan dan nilai manfaat 

pengelolaan sampah tersebut lebih bernilai [8], [27]. Secara 

umum, pengelolaan sampah di Kota Surabaya pada tingkat 

hulu tidak melakukan pemisahan jenis sampah, baik dari 

pembuangan maupun pengangkutannya, hal ini menjadikan 

pengelolaannya membutuhkan waktu dan tenaga yang ekstra 

dalam melakukan pemilahan sampah organik maupun 

anorganik. Hal ini memberikan efek lain dalam proses 

transaksinya, yaitu banyaknya perpindahan tangan pemilah 

yang menjadikan lebih banyak aktor yang berperan. Pada 

sektor pengelolaan formal, ini berimbas pada tuntutan  

merekrut lebih pekerja dan waktu pemilahan yang relatif 

lebih lama di seluruh TPS3R. Kondisi ini menyebabkan 

pengelolaan yang kurang efisien, berimbas pada potensi 

timbulan yang lebih besar [28], Sedangkan pada sektor 

pengelolaan sampah rantai pemasok sampah menjadi lebih 

panjang karena harus dipilah secara lebih spesifik untuk 

memenuhi kebutuhan pasar pada tingkat pemasok, biasanya 

memerlukan 3 hingga 4 pemasok pada 1 rantai pengelolaan 

per jenis sampah. Ini menimbulkan penekanan harga di 

tengah rantai, semakin dekat dengan hilir maka harga yang 

ditawarkan semakin menguntungkan [29]. Harga jual pabrik 

yang relatif stabil dan memiliki standar yang tinggi dalam 

penyortiran, namun disisi kebutuhan pemilahan yang lebih 

spesifik tidak dapat dihindarkan sehingga mengakibatkan 

perpanjangan rantai yang hanya menguntungkan pihak 

tengkulak.  

Berkaitan dengan efektivitas modal, seluruh kegiatan 

pengelolaan sampah oleh pemerintah memanfaatkan APBD, 

Berdasarkan hasil wawancara mendalam Pihak Dinas 

Lingkungan Hidup memerlukan biaya yang besar dalam 

pengelolaan PLTSa, mereka diwajibkan membayar biaya 

tipping fee per ton. Hal ini menyebabkan Pemerintah Kota 

Surabaya membangun TPS3R dan sejumlah rumah kompos 

untuk mengurangi timbulan sampah sekaligus menekan 

tipping fee. Sedangkan mayoritas pelaku usaha pengelolaan 

sampah non pemerintah tidak memiliki permasalahan dalam 

membelanjakan modal untuk belanja kebutuhan 

pengelolaan, namun mereka kerap memiliki kendala dalam 

pengadaan lahan. Bank sampah induk kesulitan dalam 

menampung jenis sampah berbahan styroafoam karena 

terbatasnya lahan, disisi lain pengepul sampah kerap 

menolak sampah botol kaca dikarenakan harus memiliki 

tempat penampungan yang lebih luas namun nilai jualnya 

dari pemasok cenderung murah. Sedangkan mengenai 

keterbukaan investasi, pelaku usaha yang terlibat adalah 

bank sampah induk yang memiliki relasi yang kuat melalui 

skema CSR. Ini merupakan skema yang umum diterapkan 

oleh bank sampah di Indonesia [30], [31]. Adapun pelaku 

usaha informal tidak melakukan kerjasama dan membuka 

investasi pada siapapun, seluruh kegiatan usaha 

dikembangkan secara mandiri. 

 

5. Aspek Lingkungan 

Efek penerapan ekonomi sirkular sangat diharapkan untuk 

mengurangi dampak lingkungan serta meningkatkan kualitas 

hidup. Pengurangan sampah yang signifikan dapat berefek 

pada kesehatan lingkungan dan penurunan degradasi yang 

lebih luas, efek pencemaran tanah, bau, dan gas metan 

akibat timbulan sampah pun dapat diatasi [32]. Dalam 

wilayah studi, berbagai upaya pengurangan sampah telah 

dilakukan dari hulu ke hilir melalui berbagai pendekatan 

multi stakeholder sehingga pengurangan sampah dapat 

berkurang cukup signifikan. Bank Sampah Induk dalam 1 

hari dapat mengelola sampah sebesar 15 hingga 25 ton, atau 

berkisar 605 ton per bulan, sedangkan dalam pengelolaan 

TPS3R rata-rata memiliki kapasitas sebesar 10 ton per hari 

sehingga mampu mengurangi sampah sebesar 50%. 

Gasifikasi powerplan dalam PLTSa Benowo mampu 

mengurangi sampah 1000 ton per hari dari total 1600 ton 

sampah. Dalam hal ini masih terdapat residu 600 ton 

sampah yang memerlukan penanganan.  

B. Faktor yang Mempengaruhi Transisi Ekonomi Sirkular 

Berdasarkan Perspektif antar Narasumber 

Peneliti juga mengkategorikan variabel yang paling 

banyak terbahas pada masing-masing variabel melalui 
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bentuk diagram. Temuan ini menunjukkan bahwa setiap 

narasumber memiliki perhatian yang berbeda dalam 

menyikapi setiap permasalahan pengelolaan sampah. Dinas 

Lingkungan Hidup memiliki sudut pandang yang cenderung 

regulatif karena mereka memiliki pengaruh dalam 

penyediaan alat dan infrastruktur yang mendukung dalam 

pengelolaan sampah maupun inovasi yang dapat 

dipertimbangkan.  Selain itu sistem pemilahan sampah juga 

menjadi tanggungjawab Dinas Lingkungan Hidup Kota 

Surabaya dalam mengelola sampah di tingkat rumah tangga. 

Mereka bertanggung jawab penuh dalam pelaksanaan 

penyaluran sampah di tingkat TPS, kemudian melalui 

serangkaian proses pereduksian, hingga menuju ke TPA. 

Hal ini juga terlihat dalam hasil koding dari Rumah Kompos 

maupun Pusat Daur Ulang Jambangan sebagai yang 

memiliki prioritas pengembangan pada sistem pengelolaan 

sampah. Variasi variabel dalam pengelolaan sampah di 

pengepul sampah maupun rumah kompos dan Pusat Daur 

Ulang (PDU) sebagai salah-satu TPS3R memiliki 

keragaman pembahasan yang cukup terbatas. Hal ini 

disebabkan karena mereka hanya berfokus pada kegiatan 

pengelolaan sehingga banyak pembahasan teknis dan faktor-

faktor fisik dan alur pengolahan sampah yang dapat digali 

dibandingkan dengan pembahasan mengenai strategi 

kebijakan yang relevan. Hasil identifikasi variabel per 

narasumber sektor pemerintah dijelaskan dalam Gambar 1. 

 

 
 



14 

JURNAL PENATAAN RUANG Vol. 18 (2023) Special Edition, A Discussion of Driving Factors and Strategy in Urban 

Planning Development ISSN: 2716-179X (1907-4972 Print) 

 

 

Gambar 1. Diagram Frekuensi Variabel pada Narasumber Sektor Pemerintah 
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Identifikasi frekuensi variabel per narasumber juga 

diuraikan dari hasil wawancara dengan pemangku kepentingan 

swasta. Peneliti memilih pengelola Bank Sampah Induk dan 

pendiri LSM Nol Sampah sebagai representasi dari pihak 

swasta. Bank Sampah Induk Kota Surabaya sebagai pihak 

swasta yang berperan di bidang edukatif, memiliki pandangan 

yang berfokus pada kegiatan pengelolaan sampah dan sosial. 

Adapun beberapa program berbasis yang mereka usung 

bersama dengan Yayasan Bina Bhakti Lingkungan untuk 

mengenalkan masyarakat dalam manajemen pengelolaan 

sampah. Para nasabah juga senantiasa didorong dalam 

melakukan pemilahan, transfer ilmu dalam pengelolaan 

sampah juga terjadi antara nasabah kelompok (Bank Sampah 

Unit) dengan Bank Sampah Induk. Selain itu, aspek sosial 

seperti kesadaran masyarakat, terutama nasabah dalam 

mengelola sampah dan kolaborasi menjadi aspek penting bagi 

BSIS dalam menjalankan usaha ekonomi sirkular. Aspek-

aspek tersebut berhubungan langsung dengan serangkaian 

kegiatan sosial yang rutin mereka jalankan merupakan salah-

satu penerapan best practice pada penerapan Bank Sampah 

Induk di Bantul sebagai Bank sampah percontohan. Sedikit 

berbeda dengan BSIS, Fokusan dalam Komunitas Nol Sampah 

terletak pada bagaimana upaya dalam meningkatkan 

kesadaran dan partisipasi masyarakat. Hal tersebut tercermin 

dalam kegiatan Kampanye Diet Sampah Plastik yang mereka 

promosikan secara rutin di berbagai acara dan ruang publik. 

Fokusan Komunitas Nol Sampah Lainnya adalah bagaimana 

mereka dapat mengintervensi pemerintah dalam membuat 

kebijakan yang pro terhadap keberlanjutan lingkungan dan 

mengubah cara pandang atau paradigma masyarakat untuk 

menjadi sadar terhadap lingkungannya dan menerapkan mulai 

sistem reduce, reuse, recycle, Hasil visualisasi Faktor-faktor 

yang berpengaruh terhadap transisi ekonomi sirkular 

berdasarkan sudut pandang pihak non pemerintah dijelaskan 

dalam Gambar 2. 
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Gambar 2. Diagram Frekuensi Variabel pada Narasumber Sektor Non Pemerintah 

C.Keterkaitan Antar Variabel 

Peneliti menggunakan matriks coding query dalam 

meninjau keterhubungan antara variabel dan mengidentifikasi 

kesinambungan dari hasil temuan lapangan. Hasil matriks 

koding dijelaskan dalam Tabel 2.  

 
Tabel 2. Matrix Coding Query pada Faktor-Faktor Transisi Ekonomi Sirkular  

A B C D E F G H I J K L M N O P 

A   2 2 5 0 3 1 1 0 2 1 0 0 3 1 1 

B 2   0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C 2 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

D 5 2 0   1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 

E 0 0 0 1   4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

F 3 1 0 0 4   1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 

G 1 0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 0 0 0 

H 1 0 0 0 1 0 0   0 2 0 0 0 0 0 0 

I 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 

J 2 0 0 1 1 0 0 2 0   1 0 0 0 0 1 

K 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1   0 0 0 0 0 

L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 

M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1 0 2 

N 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   0 0 

O 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0   0 

P 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0   

 
Keterangan: 

A. Sistem Pemilahan Sampah 

B. Kelayakan infrastruktur pengelolaan sampah 

C. Pengembangan teknologi dan inovasi dalam pengelolaan sampah 

D. Kesadaran dan Partisipasi masyakarat  

E. Ketersediaan edukasi dan pelatihan  

F. Kerjasama dengan pihak eksternal  

G. Keterbukaan lapangan kerja yang inklusif   

H. Efektivitas modal dalam pengelolaan sampah  

I. Keterbukaan Investasi  

J. Potensi meningkatnya nilai jual sampah 

K. Kontribusi dalam mengurangi timbulan sampah  

L. Potensi dalam perubahan iklim dan keamanan lingkungan  

Aspek Tata Kelola 

M. Kebijakan pemerintah daerah dalam penerapan ekonomi sirkular  

N. Penegakan Hukum berkaitan dengan program ekonomi sirkular  

O. Implementasi best practice di kota lain  

P. Terciptanya visi Jangka Panjang 

 

Hasil temuan menunjukkan sistem pengelolaan sampah (A) 

dengan variabel kesadaran dan partisipasi masyarakat (D) 

memiliki keterkaitan yang kuat, hal tersebut relevan karena 

proses pemilahan sampah dibutuhkan partisipan yang besar 

untuk menciptakan sampah tersebut dapat dikategorikan 

dengan baik dan spesifik sesuai dengan bahannya. Selain itu, 

sistem pengelolaan sampah (A) juga memiliki korelasi dengan 

variabel kerjasama dengan pihak eksternal penegakan hukum, 

hal ini membuktikan bahwa dalam upaya pemilihan sampah 

dibutuhkan kolaborasi dan kerjasama dengan berbagai pihak. 

Pemerintah Kota Surabaya berupaya untuk mengadaptasi 

sistem pemilahan di Kitakyusu, Jepang dalam proses 

pemilahan dan pengangkutan. Walaupun sistem pengelolaan 

sampah masih belum sepenuhnya dapat diadaptasi, namun 

upaya kerjasama mereka memberikan banyak kemajuan dalam 

pengelolaan sampah di Kota Surabaya. Selain itu kolaborasi 

dari pemerintah kepada kelompok masyarakat juga memiliki 

peran besar dalam pengelolaan sampah. Sistem pemilahan 

sampah juga memiliki keterkaitan dengan program ekonomi 

sirkular (N), ini menunjukkan bahwa sistem pengelolaan 

sampah yang efisien dan efektif dapat didorong dengan aspek 

tata kelola yang baik, baik dari penegakan hukum maupun 

kebijakan daerah yang mendukung pemilahan sampah di 
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tingkat hulu. implementasi dalam penerapan Peraturan 

pemerintah no 81 tahun 2012 yang berkaitan dengan 

pembatasan timbunan sampah, daur ulang sampah, serta 

pemanfaatan kembali sampah masih belum dapat 

diimplementasikan secara maksimal, seperti yang dijelaskan 

dalam kutipan hasil wawancara berikut. 

 

“Regulasi dalam pemilahan sampah untuk mempermudah 

pemilahan sampah dari rumah. Negara maju memang 

menerapkan seperti itu, seperti mengatur jadwal 

pengambilan, jenis sampah yang diambil khusus pengambilan 

sampah dalam 1 hari itu. Jadi perlunya regulasi atau undang-

undang dari pemerintah supaya pemilahan disini juga tidak 

terlalu berat. Disini sekarang kan bisa dilihat tercampur-

campur, tinggal kitanya aja sekarang mau memilah kah?” 

 

Variabel ketersediaan edukasi dan pelatihan (E) dan 

kerjasama dengan pihak eksternal (F) memiliki keterkaitan 

yang erat. Ini menunjukkan bahwa dengan proses kerjasama 

yang baik dengan pemangku kepentingan, maka dapat tercipta 

transfer ilmu yang mampu meningkatkan pengetahuan dan 

kapasitas masyarakat. Peran Yayasan Bina Bhakti Lingkungan 

dan Komunitas Nol Sampah sebagai pihak yang 

bersinggungan langsung dengan masyarakat memiliki andil 

dalam proses transfer ilmu mengenai pemilahan maupun 

pengolahan sampah. Edukasi dan regulasi perlu berjalan 

beriringan untuk mewujudkan efektivitas dalam pengelolaan 

sampah di tingkat rumah tangga seperti yang dijelaskan dalam 

narasi koding wawancara berikut. 

 

“Mungkin kurangnya (pengelolaan sampah) di Surabaya 

terkait dengan sistem pembuangan setiap rumahnya ya, 

kesadaran masyarakat dalam megkategorikan sampahnya 

masih kurang, disisi lain juga pengangkutannya atau 

gerobaknya masih dikumpulkan jadi perlu ada spesialisasi 

khusus yang mengatur pembuangan supaya proses 

pemilahannya tidak membutuhkan usaha yang ekstra.” 

 

Selain itu, variabel efektivitas modal dalam pengelolaan 

sampah (H) dan potensi meningkatnya nilai jual sampah (J) 

memiliki keterkaitan yang cukup baik. Hal tersebut terjadi 

karena pada setiap usaha yang dijalankan oleh  pihak pelaku 

usaha seperti UMKM Daur Ulang, pengepulan sampah 

informal, dan bank sampah induk memiliki cara 

pendistribusian yang bersifat ekonomis, dimana sampah-

sampah tersebut dapat terjual di pabrik pengolahan limbah 

secara spesifik. Kendala dalam aliran transaksi ini seringkali 

terhambat karena kualitas sampah yang cenderung memiliki 

nilai jual yang relatif buruk akibat pencampuran sampah 

dengan tuntutan sampah yang spesifik disalurkan ke pabrik. 

Hal ini menyebabkan terbatasnya upah para penyortir sampah 

akibat pihak pengepul mendapatkan potongan harga dari 

pabrik daur ulang. Sedangkan pihak produsen tidak 

bertanggungjawab dalam proses pengambilan kembali sampah 

produksi mereka.  

 

“Peran  di tingkat produsen melalui penarikan kemasan 

maupun penggunaan kemasan yang mudah diurai masih 

belum sepenuhnya dilakukan oleh produsen. Seharusnya 

sudah ada ERP yang bisa membentuk pola sirkular, jadi 

produsen punya regulasi yang bisa menarik sampah mereka, 

bisa dari promo potongan harga kalau mengumpulkan 

bungkus.” 

IV KESIMPULAN 

 

 Berdasarkan hasil analisis konten, Faktor alur pengelolaan 

sampah, faktor tata kelola dalam menerapkan kebijakan, dan 

faktor kesadaran masyarakat memiliki nilai yang signifikan 

dalam transisi ekonomi sirkular. Selain itu, persepsi para aktor 

yang bergerak di bidang persampahan dalam mengembangkan 

transisi ekonomi sirkular memiliki atribusi yang patut 

dipertimbangkan. Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya 

sebagai regulator dalam pengelolaan sampah juga mendorong 

terbentuknya transisi dari ekonomi linear menuju ekonomi 

sirkular dalam berbagai pendekatan, sedangkan peran non 

pemerintah berupa yayasan pengelolaan bank sampah dan 

komunitas nol sampah berperan dalam mengedukasi dan 

meningkatkan kapasitas masyarakat untuk lebih sadar untuk 

menerapkan gaya hidup ramah lingkungan. Disisi lain, peran 

di bidang ekonomi, seperti UMKM yang bergerak di bidang 

daur ulang dan penyalur sampah informal, yaitu pemulung dan 

pengepul memiliki peran yang besar dalam mereduksi sampah 

anorganik sekaligus membuka lapangan kerja bagi masyarakat 

marjinal. 

Efek positif dari pelaksanaan pengelolaan sampah ini patut 

dikembangkan melalui dorongan regulasi yang mendukung 

berjalannya pengelolaan sampah rumah tangga, terutama 

sampah organik yang belum sepenuhnya dapat terolah secara 

optimal, seperti penerapan kebijakan dalam pemilahan sampah 

dan penjadwalan sampah di tingkat hulu, kebijakan yang 

mendorong produsen dalam menarik kembali sampah-sampah 

produksi mereka, dan upaya penggantian produk menjadi 

ramah lingkungan.  
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